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ARTICLE INFO ABSTRAK
Diterima tanggal : 23 Mei 2023 Kondisi wilayah pesisir yang kaya potensi ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan
Perbaikan naskah: 27 Oktober 2023 masyarakat di wilayah pesisir, hal tersebut juga terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kegiatan
Disetujui terbit  : 20 Desember 2023 pariwisata merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain

perkembangan kegiatan pariwisata bahari di wilayah pesisir DIY masih menghadapi berbagai permasalahan
lingkungan. Salah satu konsep yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan di wilayah pesisir
adalah ckonomi biru atau Blue Economy (BE), yaitu pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/ untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan pariwisata yang berkelanjutan.
marina.v9i2.12723 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi penerapan BE dan strategi pengembangan
pariwisata berkelanjutan di wilayah pesisir DIY. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 5 bulan, mulai
bulan Januari sampai dengan Mei 2023. Pengumpulan data menggunakan literature review dan wawancara
dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda dan Dinas Pariwisata DIY. Data kemudian dianalisis
dengan menggunakan indikator penerapan BE yang merupakan kombinasi Indeks Keschatan Laut Indonesia
(IKLI) dan Ocean Health Index (OHI). Strategi pengembangan dianalisis menggunakan matriks Strengths,
Weaknesses, Opportunities dan Threats (SWOT). Hasil analisis menunjukkan potensi penerapan ekonomi biru
dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di DIY sangat besar, namun masih dibutuhkan beberapa strategi
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pengembangan.
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ABSTRACT

The condition of coastal areas that are rich in potential is not directly proportional to the level of welfare of the people
in coastal areas, and this also happens in the Yogyakarta Province (DIY). Tourism activities are one of the solutions
to improve people’s welfare. However, on the other band, developing marine tourism activities in the DIY coastal area
still faces various environmental problems. One concept that can be applied to address problems in coastal areas is
the blue economy or Blue Economy (BE), namely the sustainable use of marine resources to improve people’s welfare
by optimizing sustainable tourism. This study analyzed the potential for applying BE and strategies for developing
sustainable tourism in the DIY coastal area. This research was carried out over five months, from January to May
2023. Data collection used literature reviews and interviews with the Maritime Affairs and Fisheries Service, Bappeda
and the DIY Tourism Office. The data is then analyzed using BE implementation indicators. The development strategy
is analyzed using the Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) matrix. The analysis results show
that the potential for implementing the blue economy in supporting sustainable tourism in DIY is excellent, but several
development strategies are still needed.

Keywords: blue economy; poverty; sustainable development; coastal areas; Yogyakarta

PENDAHULUAN

Latar Belakang tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan
masyarakat di wilayah pesisir. Pada tahun 2021
kemiskinan ekstrim terjadi di 35 kabupaten
prioritas di 7 provinsi dengan mayoritas 69%
kabupaten berada di wilayah pesisir. Di tahun 2022
pemerintah memperluas jangkauan penanggulangan
kemiskinan ekstrim di 212 kabupaten kota di 25
provinsi dengan 69% kabupaten berada di wilayah
pesisir (Kementerian Komunikasi dan Informasi,
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Indonesia adalah negara kepulauan dengan
garis pantai mencapai 99.093 km (Kementerian
Kelautan dan Perikanan, 2018). Sebagian besar
wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan laut
dimana berbagai macam potensi baik sumber daya
alam dan jasa lingkungan terdapat di wilayah pesisir.
Kondisi wilayah pesisir yang kaya potensi ini ternyata
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2021). Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada
2021 juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan
ekstrem di Indonesia adalah 4% atau berjumlah
10,86 juta jiwa dari tingkat angka kemiskinan
nasional yang masih sebesar 10,14% atau sebanyak
27,54 juta jiwa. Sementara itu, tingkat kemiskinan
ekstrem khususnya di wilayah pesisir relatif lebih
tinggi dibandingkan wilayah lainnya dan memiliki
persoalan yang lebih kompleks (Gai ez al., 2018;
Kominfo, 2021; Rukin, 2018). Secara umum,
kemiskinan dapat disebabkan oleh dua kondisi,
yaitu kemiskinan alamiah dan buatan. Kemiskinan
alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam
yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah
dan bencana alam. Kemiskinan “buatan” terjadi
karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat
membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu
menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain
yang tersedia, hingga mereka tetap miskin (Dewan
Perwakilan Rakyat RI, 2012).

Kondisi masyarakat wilayah pesisir Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) masih tergolong miskin
dan belum sepenuhnya sejahtera. DIY merupakan
salah satu provinsi yang berada di wilayah pesisir
selatan Pulau Jawa, dengan total panjang garis
pantai 126 kilometer (Sidik, 2015). Gabungan total
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)
tahun 2021 di 3 Kabupaten Provinsi DIY yang
terletak di wilayah pesisir yaitu Kabupaten Bantul,
Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon
Progo hanya sebesar 40,81%. Nilai tersebut lebih
kecil jika dibandingkan gabungan total PDRB
Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang
terletak di wilayah non pesisicr (BPS Provinsi
D.I. Yogyakarta, 2022). Berdasarkan tingkat
kemiskinan, wilayah pesisir yang berbatasan
dengan laut memiliki jumlah penduduk miskin
yang lebih banyak jika dibandingkan dengan
wilayah non pesisir  (Bappeda DIY, 2018;
Indraswari, 2023; Ldzar et al., 2020; Pasda
et al., 2019). Rendahnya tingkat pendidikan
yang menyebabkan  kurangnya  keterampilan
serta kesempatan kerja menjadi faktor kendala
terbesar untuk bisa lepas dari kemiskinan (Badan
Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, 2020). Kemiskinan menjadi
suatu masalah yang sangat kompleks sehingga
untuk menanggulanginya memerlukan
dan strategi yang tepat dan berkesinambungan
(Ikejiaku, 2009). Blue Economy (BE) memiliki
hubungan yang erat dengan kemiskinan. Konsep
BE bertujuan untuk meningkatkan penghidupan
dan mata pencaharian masyarakat seiring dengan
pertumbuhan ekonomi, sambil menjaga kelestarian

solusi
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sumber daya laut dan lingkungan pesisir (Chandra,
2021; Maeyangsari, 2023; Martinez-Vazquez et al.,
2023; Nasution, 2022).

Kegiatan pariwisata juga merupakan salah
satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat (Adinugroho, 2017; Rif’an & Irawati,
2020; Setijawan, 2018). Salah satu potensi pariwisata
DIY berasal dari sektor bahari. Pariwisata bahari
merupakan kegiatan yang memanfaatkan potensi
yang ada di laut maupun darat (Masjhoer, 2019).
Kawasan wisata pantai makin berkembang seiring
dengan dukungan sarana dan prasana pokok dan
penunjang serta aktivitas manusia dan industri
di sektor kelautan dan perikanan, transportasi,
dan sektor lainnya yang saling mendukung serta
kebutuhan manusia akan sarana rekreasi (Sahubawa
et al., 2015). Secara umum, pariwisata menyumbang
kontribusi terbesar kelima di PDRB Provinsi DIY
setelah sektor industri; pertanian, kehutanan,
peternakan  dan  perikanan; informasi dan
komunikasi; konstruksi (Happold, 2022). Wilayah
pesisir DIY dikenal memiliki pemandangan yang
indah dan menjadi destinasi wisata yang populer.
Tercatat sebanyak 45 destinasi pariwisata bahari
yang ada di wilayah pesisir DIY (Bappeda DIY,
2018; Dinas Pariwisata Provinsi DIY, 2021), dan
termasuk ke dalam 10 destinasi wisata dengan
jumlah pengunjung domestik dan mancanegara

terbanyak di DIY (Happold, 2022).

Perkembangan kegiatan pariwisata bahari
di DIY masih menghadapi berbagai permasalahan
lingkungan. Permasalahan yang timbul di wisata
bahari DIY diantaranya adalah abrasi yang terjadi di
Pantai Kuwaru, Kabupaten Bantul (Mutaqin, 2017);
abrasi desa pesisir di Kab. Kulonprogo (Arman,
2017); pencemaran sampah di gisik Pantai Baron,
Kabupaten Gunungkidul akibat aktivitas wisatawan
(Kusumastuti & Pamungkas, 2018) dan kondisi
terumbu karang mulai rusak di pantai Indrayanti,
Krakal, Sundak Kabupaten Gunungkidul akibat
aktivitas wisata massal (Nugraha & Santoso, 2018).
Daerah lain di DIY yang dijadikan lokasi pariwisata
bahari juga rentan terhadap bencana alam kepesisiran
seperti banjir rob, erosi pantai, angin topan, dan
gelombang tsunami maupun dampak dari perubahan
iklim (Nucifera et al., 2019; Wahyuningsih ez al.,
2016). Padahal pariwisata bahari ini merupakan
salah satu sektor unggulan di wilayah pesisir.
Pariwisata bahari yang dikelola dengan baik
akan  memberikan  efek  positif  terhadap
perkembangan ekonomi regional di wilayah pesisir,
sehingga secara tidak langsung memberikan
dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat
(Zhang & Xing, 2023).
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Penerapan BE dapat meningkatkan potensi
pariwisata di kawasan pesisir dengan memperkuat
daya tarik wisata dan memanfaatkan kekayaan
sumber daya laut secara berkelanjutan. Penerapan
BE mencakup banyak kegiatan, termasuk pariwisata,
yang dapat memberikan kontribusi signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir
(Kabil ez al., 2021; Wiratma & Nurgiyanti, 2019).
Studi kasus penerapan BE ada di Kabupaten
Sampang dan Kota Probolinggo. Dengan
menerapkan  prinsip-prinsip BE,  Kabupaten
Sampang dapat memanfaatkan potensi pariwisata
yang dimiliki secara berkelanjutan. Hal ini dapat
meningkatkan daya tarik pariwisata di Kabupaten
Sampang, sehingga dapat meningkatkan jumlah
wisatawan yang berkunjung (Safi ez al., 2020).
Dengan menjaga keberlanjutan lingkungan laut
dan perairan, Kota Probolinggo dapat menarik
wisatawan yang tertarik dengan keindahan alam
dan keanekaragaman hayati di sekitar destinasi
pariwisata (Marwiyah & Lailatul Fitria, 2023).

Pengelolaan wilayah pesisir, termasuk untuk
kegiatan pariwisata seyogyanya dilakukan secara
berkelanjutan. Sesuai dengan Undang-Undang
No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan
berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana
yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial,
dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan
untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Pariwisata turut berperan penting dalam penetapan

rencana  pembangunan  berkelanjutan  (Ilhami
& Salahudin, 2021). Pariwisata berkelanjutan
(sustainable  tourism) adalah  pariwisata yang

memperhatikan dampak ekonomi, sosial budaya,
dan lingkungan saat ini hingga masa mendatang
(Wibowo & Belia, 2023). Pariwisata berkelanjutan
adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak
ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa
depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri,
lingkungan, dan masyarakat setempat serta dapat
diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata
disemua jenis destinasi wisata, termasuk wisata
masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya
(Kementerian Pariwisata, 2016). Pengelolaan wilayah
pesisit DIY yang optimal akan meningkatkan
kontribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) baik dari masing-masing kabupaten
(Purwantara et al., 2014). Pengelolaan yang baik ini
juga harus didukung dengan kesehatan lingkungan
laut yang memadai guna memberikan manfaat secara
berkesinambungan, baik untuk saat ini ataupun
masa mendatang.
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Pemerintah DIY memasukkan konsep
pembangunan berkelanjutan menjadi visi misi

Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode

2022 - 2027. Sebagai bagian dari pembangunan
berkelanjutan, konsep BE diartikan sebagai
pengelolaan aset kelautan, mobilisasi intensif

dan investasi, perluasan kawasan lindung laut,
pengumpulan data, pengembangan pariwisata,
dan bangkit kembali dari pandemi Covid-19
(Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
2016; Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, 2018). Penerapan konsep BE dapat
membantu mencapai tujuan Sustainable Development
Goals (SDGs) (Lee et al., 2020; Wenhai et al.,
2019). Konsep BE mengintegrasikan pembangunan
berkelanjutan dan pertumbuhan hijau, menekankan
perencanaan menyeluruh dan pengembangan yang
terkoordinasi antara ekosistem laut dan sistem
ekonomi pesisir dan lautan (Garcia & Cortes, 2023).

Mengacu pada Undang-Undang No. 32
tahun 2014 tentang kelautan, yang dimaksud dengan
ekonomi biru adalah sebuah pendekatan untuk
meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan
serta konservasi laut dan sumber daya pesisir
serta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan
pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip
antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber
data, meminimalkan limbah dan nilai tambah
ganda (multiple revenue). Di sisi lain, rencana
Gubernur Provinsi DIY yang menjadikan Samudera
Hindia sebagai tema dan kerangka berpikir dalam
perumusan arah pembangunan DIY, membuat
wilayah pesisir selatan menjadi kawasan prioritas
untuk dikembangkan (Gubernur DIY, 2017; Rif’an
& Irawati, 2020).

Pariwisata dan BE saling terkait dalam
pengembangan ekonomi berkelanjutan di wilayah
pesisir (Tegar & Saut Gurning, 2018). Pariwisata
dapat memberikan dampak positif yang signifikan
pada ekonomi pesisir, dan merupakan sumber daya
penting untuk pengembangan pesisir (Sotiriadis &
Shen, 2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis potensi penerapan BE dan strategi
pengembangan pariwisata berkelanjutan di wilayah
pesisir  DIY. Pengumpulan data menggunakan
literaturereviewdan wawancaradengan DinasKelautan
dan Perikanan, Bappeda dan Dinas Pariwisata DIY.
Data kemudian dianalisis dengan menggunakan
indikator penerapan BE yang merupakan kombinasi
dari indikator Indeks Kesehatan Laut Indonesia
(IKLI) (Kementerian Koordinator Maritim dan
Investasi, 2020) dan Ocean Health Index (OHI) (Anh
et al., 2022; Halpern, 2020). Indeks Kesehatan Laut
Indonesia (IKLI) adalah indikator yang diestimasi
untuk menunjukkan status kesehatan sumber
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daya dan ekosistem laut dalam area atau batasan
geografis tertentu pada waktu (tahun) tertentu,
biasanya satu tahun (Nikijuluw ez al., 2022). OHI
merupakan panduan untuk menilai kesehatan laut
yang digunakan secara global (Halpern ez al., 2017).
Strategi pengembangan dianalisis menggunakan
matriks Strengths, Weaknesses, Opportunities dan
Threats (SWOT). Analisis SWOT merupakan
analisis yang memperhitungkan faktor internal
meliputi stretngth dan weakness dan faktor eksternal
meliputi opportunity dan threat dan kemudian
sebagai bahan pertimbangan penyusunan strategi
pengelolaan (Pickton, 2017).

Pendekatan Ilmiah

Penelitian ~ ini  menggunakan  metode
deskriptif  kualitatif ~ dengan  menggunakan
pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan
dalam kurun waktu lima bulan, mulai bulan Januari
sampai dengan Mei 2023 dengan lokasi penelitian
berada di wilayah pesisir DIY yaitu di Kabupaten
Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul. Dari ketiga
kabupaten tersebut terdapat 33 desa/kelurahan yang
terletak pada 13 kecamatan yang berada di wilayah
pesisir (Gambar 1).

Variabel dalam penelitian ini adalah potensi
penerapan konsep BE dan strategi pengembangan
pariwisata berkelanjutan di wilayah pesisir Daerah
Istimewa Yogyakarta. Data yang dibutuhkan
meliputi data primer dan data sekunder. Data
primer yang dikumpulkan yaitu data terkait sektor
perikanan meliputi nilai ekspor perikanan dan
PDRB perikanan, data terkait sektor sumber daya
kelautan meliputi jumlah produksi garam dan

di Wilayah Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta | Airawati, ez al

rumput laut, data terkait kualitas perairan meliputi
jumlah pelabuhan yang menerapkan konsep green
port, data terkait pembangunan infrastruktur
di wilayah pesisir, data terkait pariwisata bahari
dan rencana pengembangan. Pengumpulan data
primer diperoleh dengan cara wawancara terhadap
pihak terkait sebanyak tiga orang yang berasal
dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) dalam rangka memperoleh gambaran
kebijakan pemerintah DIY terhadap BE dan
pariwisata berkelanjutan, Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi DIY untuk memperoleh data
serta kondisi aktual pemanfaatan wilyah pesisir
di sektor perikanan serta Dinas Pariwisata sebagai
pelaksana kebijakan di sektor pariwisata bahari,
ekonomi kreatif dan sektor pendukung pariwisata
lainnya. Untuk data sekunder diperoleh melalui
kajian pustaka yang dilakukan dengan cara mencari
dan mengumpulkan berbagai referensi literatur
yang terkait dengan BE, pariwisata berkelanjutan
dan kondisi eksisting kawasan pesisir DIY. Jumlah
literatur yang digunakan dan menjadi dasar review
penelitian ini sebanyak 65 buah yang terdiri dari
buku, jurnal maupun laporan instansi pemerintah
terkait. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi
data terkait dengan pariwisata bahari baik nasional
maupun di DIY, perlindungan pesisir, data bencana
wilayah pesisir serta penggunaan dana keistimewaan
DIY untuk mendukung pengembangan pariwisata

bahari.

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif
dengan  menggunakan matrik  yang  berisi
indikator ~ penerapan BE, kondisi eksisting
wilayah pesisir DIY kebijakan terkait. Penelitian
kualitatif menggunakan berbagai sumber data
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seperti hasil wawancara, kajian dokumen dan
informasi audio visual. Dalam penelitian kualitatif,
peneliti merupakan kunci utama penelitian
dimana peneliti dapat mengumpulkan informasi
serta mengintepretasi hasil penelitian. Validasi
penelitian  dilakukan dengan triangulasi data
untuk  mendukung justifikasi koheren hasil
penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian
ini bersifat  eksploratif untuk membangun
pemahaman mengenai penerapan BE dalam bidang
pariwisata di Provinsi DIY. Indikator penerapan
BE yang digunakan dalam kajian ini diperoleh
dari kombinasi indikator Ocean Health Index (OHI)
(Anh et al., 2022; Halpern, 2020) dan Indeks
Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) (Kementerian
Koordinator Maritim dan Investasi, 2020). Menjaga
kesehatan laut merupakan strategi utama dalam
penerapan BE (Benzaken ez al., 2022). Hasil analisis
kemudian diinterpretasikan untuk melihat potensi
penerapan BE di wilayah pesisir DIY.

Strategi pengembangan pariwisata
berkelanjutan dirumuskan menggunakan metode
SWOT yang memperhitungkan faktor internal
(kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal
(peluang dan ancaman). Matriks analisis SWOT
disusun berdasarkan data primer dan sekunder
yang telah dikumpulkan. Strategi pengelolaan
akan dirumuskan ke dalam matriks SWOT dengan
kombinasi strategi sebagai berikut:

1. Strategi S - O: menggunakan kekuatan yang ada
untuk memanfaatkan peluang

2. Strategi S — T: menggunakan kekuatan untuk
mengurangi ancaman

3. Strategi W - O: meminimalkan kelemahan
melalui pemanfaatan peluang

p-ISSN: 2502-0803
e-ISSN: 2541-2930

4. Strategi W - T: meminimalkan kelemahan
dengan mengantisipasi ancaman atau kendala
dari luar

POTENSI PENERAPAN BLUE ECONOMY DI
WILAYAH PESISIR YOGYAKARTA

Provinsi DIY terletak di tengah sisi selatan
Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan langsung dengan
Samudera Hindia. Secara geografis Provinsi DIY
terletak diantara 7°33’-8°15" Lintang Selatan dan
110°5” = 110°50’ Bujur Timur. Provinsi DIY terdiri
dari 4 kabupaten dan 1 kota yaitu: Kabupaten Kulon
Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman,
Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.
Secara garis besar, visi Gubernur dan Wakil Gubernur
periode 2022 — 2027 merupakan kelanjutan visi pada
periode sebelumnya. Tiga prioritas utama dalam visi
dan misi tersebut yaitu kawasan selatan, reformasi
kelurahan dan teknologi informasi. Kawasan
selatan dalam hal ini merupakan wilayah DIY yang
berbatasan langsung dengan Samudera Hindia,
menjadi perhatian khusus pemerintah.

Wilayah pesisir DIY memiliki potensi besar
untuk terus dikembangkan. Potensi-potensi yang
ada diantaranya adalah perikanan tangkap, perikanan
budidaya, pertanian dan pariwisata. Kondisi
eksisting perikanan tangkap yang berkembang di
wilayah pesisir DIY belum optimal, nilai potensi
lestari sebesar 320.000 ton/tahun namun tingkat
pemanfaatannya hanya berkisar 2% (Bappeda
DIY, 2018). Baru sebagian kecil saja yang sudah
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jenis
komoditas ikan yang dominan diantaranya tuna,
tongkol, cakalang dan layur. Tempat Pelelangan
Ikan (TPI) terletak di Pantai Sadeng dan Pantai
Gesing (Gambar 2).
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Gambar 2. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wilayah Pesisir DIY.
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023.
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Wilayah pesisir DIY juga memiliki kawasan
hutan mangrove yang tersebar di wilayah pesisir
Kabupaten Kulonprogo dan Bantul. Kawasan
hutan mangrove berfungsi sebagai habitat biota
laut sekaligus untuk mencegah abrasi garis pantai.
Pertumbuhan hutan mangrove di Provinsi DIY
mengalami sejumlah kendala akibat faktor alam,
diantaranya adalah gelombang laut serta angin
kencang sehingga banyak bibit mangrove yang
tidak berhasil tumbuh (Jati & Pribadi, 2017).
Luas hutan mangrove di Provinsi DIY pada tahun
2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun
sebelumnya. Peningkatan luas ini salah satunya
disebabkan adanya green belt Yogyakarta International
Airport (YIA) yang terletak di Kabupaten Kulon
Progo (DLHK DIY, 2021). Letak kawasan hutan
mangrove dapat dilihat pada Gambar 3.

Kondisi perekonomian wilayah pesisir DIY
sebagian besar masih tertinggal. Berdasarkan data
statistik, tingkat kemiskinan tertinggi berada di
Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan
Kabupaten Kulon Progo (Badan Pusat Statistik
Yogyakarta, 2022). Nilai PDRB tahun 2015 -
2019 ketiga kabupaten yang terletak di wilayah
pesisir tersebut 46% lebih rendah jika dibanding
Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Diperlukan
pemanfaatan potensi yang optimal disana sehingga
bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan wilayah pesisir  DIY ke
depan akan meningkat schingga berpotensi
menimbulkan tekanan pada lingkungan. Dorongan
kebutuhan penerapan BE akan meningkat lebih
cepat dibandingkan beberapa dekade sebelumnya.
Agar  didapatkan  pemahaman  komprehensif
mengenai penerapan BE maka dibutuhkan
suatu tools yang berisi indikator kesehatan laut.
Pada dasarnya, konsep BE adalah lensa untuk

melihat dan mengembangkan agenda kebijakan yang
secara bersamaan meningkatkan kesehatan laut dan
pertumbuhan ekonomi, dengan cara yang konsisten
dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan inklusi sosial
seperti pada ilustrasi gambar berikut:

Ocean

Economic Benefits

t

Blue Economy

Gambar 4. Konsep Blue Economy.
Sumber: (Patil ez al., 2016).

Ocean Health Index (OHI) merupakan suatu
framework untuk menilai kesehatan laut berdasarkan
penyediaan manfaat dan layanan berkelanjutan yang
diharapkan masyarakat dari laut yang sehat, seperti
makanan, nilai budaya dan sosial, serta pekerjaan
(Halpern, 2020). Framework ini kemudian
diadaptasi di Indonesia menjadi pedoman Indeks
Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) yang diterbitkan
oleh Kementerian Koordinator Maritim dan
Investasi pada tahun 2020. Sektor yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi: laut sebagai penyedia
jasa pariwisata dan rekreasi; perlindungan pesisir;
laut sebagai sumber mata pencaharian dan ekonomi;
perairan yang bersih dan laut sebagai sumber produk
alam. Pada Tabel 1 disajikan matriks penerapan BE
di  wilayah  pesisir  DIY serta kebijakan
pendukungnya. Matriks tersebut diperoleh dari
hasil wawancara dan studi literatur.
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Gambar 3. Kawasan Hutan Mangrove Wilayah Pesisir DIY.
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023.
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Provinsi DIY memiliki sejumlah potensi
keindahan pantai selatan Jawa yang membentang di
antara Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunung
Kidul. Salah satu objek pariwisata bahari, yaitu Pantai
Parangtritis di Kabupaten Bantul menjadi objek
wisata paling banyak dikunjungi oleh wisatawan
domestik pada tahun 2020 sebanyak 2.789.354
kunjungan. Sedangkan Pantai Timang di Kabupaten
Gunung Kidul juga menjadi destinasi pariwisata
bahari favorit untuk wisatawan mancanegara pada
tahun 2020 sebanyak 9.250 kunjungan (Buro
Happold, 2022). Destinasi pariwisata bahari lainnya
di Provinsi DIY yang memiliki jumlah kunjungan
wisatawan cukup tinggi berada di Kawasan Pantai
Baron — Seruni, Pantai Glagah, Pantai Depok,
Kawasan Pantai Gesing, Pantai Buron dan Kesirat.
Destinasi pariwisata bahari yang belum banyak
dikunjungi diantaranya adalah Pantai Congot,
Pantai Goa Cemara, Pantai Ngeden dan Pantai
Siung (Dinas Pariwisata Provinsi DIY, 2021).
Upaya untuk mengembangkan potensi pariwisata
bahari terus dilakukan oleh berbagai pihak,
khususnya Pemerintah Daerah Provinsi DIY dengan
menetapkan arah kebijakan pengembangan destinasi
pariwisata bahari yang tertuang dalam dokumen
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan DIY.
Penambahan akses serta fasilitas pariwisata juga
terus diupayakan agar kenyamanan wisatawan dapat
terjamin.

Jumlah kunjungan wisatawan (domestik
dan asing) dan kontribusi pariwisata kepada PDRB
DIY mengalami penurunan hampir sebanyak
50% mulai tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) menyebabkan aktivitas wisata mengalami
penurunan sehingga menyebabkan penyerapan
tenaga kerja wisata pada tahun 2020 juga menurun
20% dibanding tahun 2019. Dampak pandemi ini
masih berlanjut hingga tahun 2021, namun sejak
PPKM dilonggarkan pada pertengahan tahun 2021,
kondisi mulai membaik dan aktivitas wisata mulai
mengalami peningkatan kembali (Dinas Pariwisata
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021). Pada
tahun 2021, kontribusi PDB pariwisata meningkat
8% dibanding tahun 2020. Pelonggaran PPKM
juga didukung dengan implementasi kebijakan
Pemda DIY yang mengeluarkan SE Gubernur DIY
Nomor 23/SE/IV/2021 Tanggal 30 April 2021
tentang Gerakan Berwisata Aman dan Sehat dalam
Upaya Mendorong Percepatan Pemulihan Industri
Pariwisata DIY sehingga industri wisata di DIY bisa
pulih kembali.

Kondisi lingkungan wilayah pesisir tentunya
harus dilindungi agar pemanfaatannya bisa terjaga
dan berlanjut. Pemda DIY menunjukkan komitmen
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perlindungan wilayah pesisir dengan menerapkan
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil Provinsi DIY Tahun 2011 — 2030 yang
tertuang dalam Perda DIY No. 16 Tahun 2011.
Kondisi perairan laut di DIY masih cukup ideal
yang dibuktikan dengan baku mutu air lautnya
rerata masih dalam kisaran normal. Perairan yang
bagus ini mendukung pertumbuhan makhluk hidup
yang ada di dalamnya sehingga potensi perikanan
tangkap juga bisa meningkat. Terdapat peningkatan
nilai ekspor perikanan tangkap sebanyak 90% dari
tahun 2021 ke tahun 2022. Menurut data dari Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY tahun 2022,
potensi perikanan tangkap di wilayah pesisir DIY
sebanyak 32.000 ton namun yang baru bisa ditangkap
hanya 12,5% saja. Kondisi ini terjadi karena belum

ada pelabuhan besar di DIY.

Komitmen Pemda DIY untuk melindungi
pesisir juga terlihat dengan program dari Dinas
Lingkungan Hidup yang menambah jumlah areal
tutupan hutan mangrove yang terletak di Kabupaten
Bantul dan Kab. Kulon Progo. Luas hutan mangrove
tahun 2021 meningkat 4000% dibanding tahun
2020. Luas hutan mangrove tahun 2020 adalah 5
Ha sedangkan pada tahun 2021 menjadi 198,5 Ha.
Penambahan lokasi hutan mangrove terdapat di
sekitar kawasan Bandara Yogyakarta International
Airport (YIA), Kecamatan Temon dan Kecamatan
Sanden. Penambahan areal tutupan hutan mangrove
meningkat signifikan di area sekitar Bandara YIA
dalam rangka mitigasi tsunami di pantai selatan.
Selain untuk mitigasi bencana tsunami, mangrove di
DIY juga berfungsi untuk menjaga keberlangsungan
ekosistem, mencegah abrasi pantai dan mengurangi
pencemaran (Hilmi ez al., 2022; R. B. A. Nugraha
et al., 2019). Status rehabilitasi terumbu karang
menunjukkan hasil yang berbeda dengan hutan
mangrove. Kondisi terumbu karang belum ada
perbaikan sejak tahun 2020 hingga saat ini dimana
kerusakannya mencapai 70% luas tutupan. Belum
adanya kebijakan Pemda DIY yang mengakomodasi
perlindungan terumbu karang secara khusus
menyebabkan upaya rehabilitasi belum berjalan.

Secara umum, berdasarkan hasil analisis
intepretasi capaian yang telah divalidasi oleh stake
holder terkait, kondisi eksisting penerapan BE
di pesisir DIY dan kebijakan pendukung sudah
terlaksana namun belum optimal dan selaras. Hal
tersebut terjadi karena belum ada peraturan tentang
pengaturan BE secara terpadu di level Pemerintah
Provinsi. Sektor ekonomi dan pariwisata memegang
peranan penting bagi wilayah pesisir DIY. Wilayah
pesisitr DIY memiliki landscape yang menawan
dan ciri unik seperti gumuk pasir acolian, pantai
karst, pantai pasir putih serta pantai pasir hitam.
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Pantai-pantai ini menjadi destinasi wisata yang
popular bagi wisatawan domestik dan asing. Jumlah
wisatawan yang berkunjung diprediksi akan terus
bertambah seiring dengan meredanya pandemi
Covid 19. Kebijakan dan peraturan yang disusun
oleh Pemerintah DIY cukup lengkap dan hampir
mencakup semua aspek seperti kepramuwisataan,
rencana pengembangan pariwisata, pemulihan
kondisi pariwisata pasca pandemi serta pengaturan
tata ruang wilayah pesisir untuk mengakomodir
kegiatan wisata.

STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH
PESISIR YOGYAKARTA
Kontribusi sektor ekonomi di Kawasan

Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat
dilihat dari Kontribusi PDRB kecamatan terhadap
provinsi. Kontribusi PDRB kecamatan terhadap
provinsi rata-rata per kecamatan di Kawasan Pantai
Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 0,74%.
Total kontribusi Kontribusi PDRB Kawasan Pantai
Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap
provinsi adalah 24,33% dari PDRB DIY (Bappeda
DIY, 2018). Pariwisata di wilayah pesisir, atau dapat
disebut dengan istilah pariwisata bahari merupakan
tulang punggung aktivitas perekonomian  di
masyarakat. Sebanyak 45 destinasi pariwisata bahari
ada di wilayah pesisir DIY (Bappeda DIY, 2018)
(Gambar 5).

Pariwisata bahari di wilayah pesisir DIY
termasuk ke dalam 10 destinasi pariwisata di
DIY dengan jumlah pengunjung domestik dan
mancanegara terbanyak. Pariwisata menjadi 10
besar sektor yang menopang perekonomian DIY.
Sektor kegiatan akomodasi dan jasa makanan yang
erat kaitannya dengan kegiatan pariwisata menjadi
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salah satu sektor ekonomi yang tumbuh signifikan
di Provinsi DIY. Sektor ini memberikan kontribusi
sebesar 8,84% terhadap Pendapatan Domestik
Bruto (PDB) Provinsi DIY (Happold, 2022).
Pendapatan dari sektor wisata bahari menopang 5%
dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun
2022 Provinsi DIY.

Pengelolaan wilayah pesisir DIY hingga saat
ini masih terus membutuhkan upaya perbaikan.
Pengelolaan wisata bahari di Kabupaten Bantul
masih berstatus kurang berlanjut dari segi aspek
lingkungan, sosial dan transversal (Hasanah, 2022).
Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir
masih rendah. Hambatan yang ditemui yaitu tingkat
pendidikan yang rendah, keterbatasan keterampilan
dan kurangnya kesempatan kerja karena bergantung
pada musim (Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020).
Masyarakat pesisir seharusnya memiliki peluang
untuk meningkatkan kesejahteraanya dengan cara
memanfaatkan potensi pariwisata bahari. Usaha
pengelolaan wilayah pesisir harus dilengkapi dengan
penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
untuk wisatawan, sehingga akan meningkatkan
jumlah kunjungan sekaligus peluang meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pesisir (Sudarsono &
Susantun, 2019).

Sejumlah  upaya  pemerintah  untuk
mendongkrak sektor pariwisata bahari telah
dilakukan dengan peningkatan aksesibilitas menuju
wilayah pesisir dan penyediaan infrastruktur
strategis. Proyek Jaringan Jalan Lingkar Selatan
(JJLS) di selatan DIY dan Bandara YIA merupakan
upaya penyediaan infrastruktur strategis untuk
mendukung pertumbuhan wilayah dan mewujudkan
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Gambar 5. Destinasi Wisata Bahari Wilayah Pesisir DIY.
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023
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wilayah selatan DIY sebagai halaman depan DIY
(Bappeda DIY, 2018; Dinas Pariwisata Provinsi
DIY, 2012). Arah pengembangan rencana tata
bangunan dan lingkungan pada wilayah pesisir
tertuang dan menjadi prioritas dalam Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan DIY Tahun 2012
— 2025. Arahan pengembangan sub zona wisata
alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat
di Pantai Congot — Glagah — Bugel dan sekitarnya;
Pantai Parangtritis — Depok — Kuwaru dan sekitarnya;
Pantai Baron — Sundak dan sekitarnya serta Pantai
Siung — Wediombo dan sekitarnya.

Pariwisata ~ merupakan  sektor  yang
bersifat multiplier effect, dimana suatu kondisi
pengembangan  pariwisata dapat berpengaruh
terhadap sektor — sektor lain yang mendukung
sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata bahari
diyakini mempunyai multiplier effect yang dapat
menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan
masyarakat dan mendatangkan wisatawan asing
(Nuryadin & Purwiyanta, 2023). Peningkatan daya
saing pariwisata bahari dilakukan demi kemajuan
perekonomian DIY, namun hendaknya dalam
pelaksanaannya harus selaras dengan daya dukung
(carrying capacity). Saat ini daya dukung kawasan
wisata Pantai Selatan sudah berlebih sehingga
menyebabkan degradasi lingkungan dan penurunan
kualitas daya tarik (Dinas Pariwisata Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, 2021). Supaya pengelolaan
wisata bahari sejalan dengan prinsip kelestarian
yang tercakup dalam konsep BE, perlu dirumuskan
strategi pengoptimalannya dengan menggunakan
analisis SWOT (Tabel 2).

Dalam melaksanakan pengoptimalan
implementasi BE sektor pariwisata bahari dapat
dilakukan dengan menggunakan strategi SO, WO,
ST dan WT. Dalam rangka mencapai strategi-
strategi tersebut, ada 13 langkah yang dapat
dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengoptimalan eksplorasi dan promosi destinasi
wisata baru: Melakukan penelitian dan survei
untuk mengidentifikasi potensi destinasi wisata
bahari baru di DIY. Mengembangkan program
promosi yang efektif untuk menarik minat
wisatawan.

2. Pengembangan wisata berbasis budaya dan
tradisi: Mempromosikan kekayaan budaya dan
tradisi DIY sebagai daya tarik utama pariwisata.
Mengembangkan program wisata budaya yang
melibatkan masyarakat lokal dan menjaga
keberlanjutan budaya tersebut.

3. Peningkatan dukungan infrastruktur: Melakukan
investasi dalam pembangunan dan perbaikan
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infrastruktur yang mendukung pariwisata bahari,
seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas pendukung
lainnya. Memastikan infrastruktur yang ada
merata di berbagai destinasi wisata.

4. Peningkatan promosi wisata dengan teknologi:
Memanfaatkan  teknologi  informasi  dan
komunikasi, seperti media sosial, situs web, dan
aplikasi mobile, untuk memperluas jangkauan
promosi wisata DIY. Menggunakan konten
visual menarik untuk menarik minat wisatawan.

5. Pengembangan destinasi pariwisata dengan
landscape menarik: Melakukan perencanaan
dan pengembangan destinasi pariwisata dengan
memperhatikan keindahan alam dan landscape
yang menarik. Memanfaatkan dana keistimewaan
DIY untuk memperbaiki dan mempercantik
destinasi wisata.

6. Pemerataan  amenitas  pariwisata  bahari:
Memastikan bahwa amenitas pariwisata bahari
tersedia secara merata di berbagai destinasi
wisata. Mengidentifikasi daerah-daerah
yang membutuhkan perbaikan amenitas dan
melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

7. Pemanfaatan  dana  keistimewaan  DIY:
Mengalokasikan dana keistimewaan DIY untuk
perbaikan manajemen pengelolaan pariwisata.
Memastikan penggunaan dana tersebut efektif
dan efisien untuk mencapai tujuan pengembangan
pariwisata bahari.

8. Peningkatan koordinasi antar stakeholder
pariwisata: ~ Membangun  kerjasama  dan
koordinasi yang baik antara pemerintah daerah,
masyarakat lokal, industri pariwisata, dan pihak
terkait lainnya. Melakukan pertemuan rutin dan
berbagi informasi untuk meningkatkan sinergi
dalam pengembangan pariwisata bahari.

9. Peningkatan kemampuan SDM pariwisata:
Mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
SDM pariwisata. Memanfaatkan teknologi yang
berkembang untuk memberikan pelatihan secara
online atau jarak jauh.

10. Pengelolaan destinasi pariwisata secara terpadu:
Menerapkan pendekatan pengelolaan destinasi
pariwisata yang terpadu, termasuk pengaturan
carrying capacity untuk menjaga keberlanjutan
lingkungan dan kualitas pariwisata. Melibatkan
berbagai pihak terkait dalam pengambilan

keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

11.Pembangunan amenitas pariwisata di daerah
dengan resiko bahaya rendah: Memilih lokasi
pembangunan amenitas pariwisata yang memiliki
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resiko bahaya rendah, seperti daerah yang

tidak terkena bencana alam

Melakukan penilaian risiko sebelum memulai

pembangunan.

12.Penyediaan  sarana

pariwisata. ~ Memastikan
pembuangan sampah yang
melakukan edukasi kepada

pembuangan
Membangun sistem pengelolaan sampah yang
efektif dan ramah lingkungan di destinasi

secara signifikan.

dengan
sampah:

adanya  tempat
memadai  dan

wisatawan dan jalan.
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masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga

kebersihan lingkungan.

13.Pembatasan kendaraan pada daerah pariwisata

akses jalan yang belum memadai:

Mengatur kebijakan pembatasan kendaraan pada
daerah pariwisata yang memiliki akses jalan
yang belum memadai. Mendorong penggunaan
transportasi umum atau transportasi lainnya
untuk mengurangi tekanan pada infrastruktur

Tabel 2. Strategi Pengoptimalan Implementasi BE Sektor Pariwisata Bahari.

Lingkungan
Internal
Analisis
Lingkungan
Eksternal

1. Garis pantai provinsi DIY sepanjang
113 km dan masih banyak pantai
baru untuk dieksplor ~menjadi
destinasi wisata bahari

2. Atraksi wisata dan budaya di wilayah
pesisir

3.Jenis  pilihan
beranekaragam

4.Harga tiket masuk terjangkau

5.Memiliki landscape yang menawan

destinasi  wisata

Aualiis|_ Kekuatan (Strengrks) | RRCIGRANAR (A S

1. Amenitas pariwisata bahari belum merata

2.Belum adanya sistem pengelolaan
sampah terpadu

3.Perlu  peningkatan  kualitas SDM
pariwisata

4.Kurangnya sinergi antar stakeholder
pariwisata

5.Manajemen pengelolaan masih belum
optimal

dilakukan

1.Promosi pariwisata
secara masif

2.Pantai selatan DIY merupakan
Kawasan ~ Strategis  Pariwisata
Nasional (KSPN) Borobudur
dan pariwisata antar regional
Yogyakarta-Solo-Semarang
(joglosemar)

3.Dukungan infrastruktur berupa
Bandara YIA, Jalur Jalan Lintas

Strategi S - O Strategi W - O
1.Pengoptimalan  eksplorasi ~ dan| 1.Pemerataan amenitas pariwisata bahari
promosi destinasi wisata bahari| dengan memanfaatkan dukungan

baru yang terletak di sepanjang garis

pantai DIY

2.Pengembangan  wisata  berbasis
budaya dan tradisi yang
dapat dilaksanakan secara

berkesinambungan dengan agenda
wisata serupa di KSPN Borobudur
maupun joglosemar

infrastruktur di DIY
2.Pemanfaatan dana keistimewaan DIY
untuk perbaikan manajemen pengelolaan
3. Peningkatan koordinasi antar stakeholder
pariwisata internal DIY maupun eksternal
seperti KSPN Borobudur dan joglosemar
4. Peningkatan kemampuan dan
pengetahuan SDM  pariwisata dengan

Selatan (JJLS) dan proyek tol|3.Peningkatan dukungan| memanfaatkan teknologi yang
DIY — Jawa Tengah infrastruktur secara merata pada| berkembang
4.Pemanfaatan teknologi untuk| berbagai destinasi wisata
mempermudah pelayanan | 4. Peningkatan promosi wisata dengan
pariwisata melalui aplikasi| memanfaatkan teknologi
“Visiting Jogja”. 5.Pengembangan destinasi pariwisata
5.Pemanfaatan dana keistimewaan| dengan landscape menarik dengan
dalam  mendukung pariwisata| menggunakan dana keistimewaan
bahari DIY
Ancaman (Threat) Strategi S - T Strategi W - T
1.Daerah rawan bencana alam |1.Pemilihan destinasi wisata baruyang| l.Pembangunan  amenitas  pariwisata

(gempa, tsunami, rip current dan

gelombang tinggi)

2.Persaingan  pariwisata dengan
daerah lain
3.Over carrying capacity (daya
tampung)

4. Akses jalan terbatas
5.Kerusakan  lingkungan
aktivitas wisata

akibat

memiliki resiko bencana rendah
2.Peningkatan  eksplorasi  wisata

berbasis budaya dan tradisi yang

berbeda dengan daerah lain

3.Pengoptimalan carrying  capacity
pada masing-masing destinasi
pariwisata  bahari, jika sudah

melebihi kapasitas dapat dialihkan
ke destinasi lain

4.Pengelolaan  destinasi  pariwisata
bahari secara terpadu  untuk
menghindari kerusakan lingkungan
dan peningkatan kualitas pariwisata

bahari

dilaksanakan di daerah yang resiko
bahayanya rendah dan daya tampungnya
masih memadai

2.Penyediaan  sarana  dan  prasarana
pembuangan sampah untuk menghindari
kerusakan lingkungan

3. Peningkatan koordinasi antar stakeholder
terkait dengan manajemen pengelolaan
pariwisata

4.Pembatasan kendaraan pada daerah
pariwisata yang memiliki akses jalan yang
belum memadai

Sumber: Data Primer Diolah, 2023
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PENUTUP

Potensi penerapan ekonomi biru dalam
mendukung pariwisata berkelanjutan di DIY
sangat besar. DIY memiliki garis pantai sepanjang
113 km dengan banyak pantai baru yang dapat
dieksplorasi sebagai destinasi wisata bahari. Wilayah
pesisir DIY juga kaya akan atraksi wisata dan
budaya, dengan beragam pilihan destinasi wisata
yang menarik. Harga tiket masuk yang terjangkau,
landscape yang menawan, dan promosi pariwisata
yang masif juga menjadi daya tarik tersendiri.
Pantai selatan DIY merupakan Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan
Joglosemar, yang memberikan potensi besar
untuk  mendatangkan ~ wisatawan. Dukungan
dari  Pemerintah  Daerah  setempat  berupa
kebijakan yang mendukung serta pembangunan
infrastruktur seperti Bandara YIA, JJLS, dan
proyek tol DIY - Jawa Tengah juga menjadi faktor
penting.

Untuk mewujudkan implementasi  Blue
Economy (BE) dalam sektor pariwisata bahari
di DIY, beberapa strategi yang dapat dilakukan
adalah pengembangan destinasi wisata bahari

berkelanjutan,  diversifikasi ~ produk  wisata
bahari, peningkatan infrastruktur pendukung,
pengelolaan ~ sumber  daya  alam  secara

berkelanjutan, peningkatan kesadaran dan edukasi,
kolaborasi dengan pihak terkait, pemanfaatan
teknologi, pengembangan SDM pariwisata, dan
pengembangan kemitraan dengan sektor swasta.
Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara
terpadu, DIY dapat mewujudkan pariwisata bahari
yang berkelanjutan dan memberikan manfaat

jangka panjang bagi masyarakat lokal dan
lingkungan.
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